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A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa ada
keterkaitan antara jumlah kerugian negara dengan berat ringannya pidana
dalam tindak pidana korupsi. Terbukti bahwa pada kasus pertama kerugian
negara Rp. 569.714.057,64 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus
empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen)
Putusan Pidananya, Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan
selama 3 (tiga) bulan dan Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa
untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar sebesar Rp.
568.914.057,64 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat
belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen) dan kasus
kedua kerugian negara Rp. 287.490.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta
empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) pidananya lebih ringan, pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tidak disertai uang
pengganti karena kerugian negara telah dikembalikan seluruhnya. Hal ini
menunjukan secara materiil (faktual) hakim sering mengkorelasikan jumlah

kerugian negara sebagai fakta pemberat sebagai dasar pertimbangan



putusan mengenai berat ringannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak

pidana korupsi.

. Saran

Seharusnya dalam menjatuhkan putusan mengenai sanksi berat
ringannya pidana kepada koruptor, hakim selalu mempertimbangkan
tentang besarnya kerugian negara akibat korupsi dengan berat ringannya
pidana yang akan dijatuhkan agar memenuhi kepastian, kemanfaatan dan

keadilan pada aturan hukum itu sendiri.
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